BAB 111

CaKAP TINDAK MENURUT HUKUM PERDATA

A. Konsep Cakap Tindak

Arti cakap tindak secara etimologi adalah cukup
Umur . (W.J.5. Purwodarminte, 1992"149). Sedang menurut
istilah vang dimaksud dalam hukum perdata adalah orang
yang telah sampai pada batas dewasa (usia dua puluh satu
tahun dan atau telah lebih dahulu melangsungkan perkawi-
nan), kendati belum mencapai usia dua puluh satu tahun
dan tidak dibawah pengampuan serta tidak diandgap tidak
cakap oleh undang—-undang. (R. Soeroso. SH, 1995:145).

Dalam bab terdahulu telah dijelaskan bahwa tidak
semua orang yang notabenenya sebagai subyek hukum dapat
melakukan tindakan hukum. Dalam arti bahwa segala tindakan
yang dilakukannya baik yang berkaitan dengan ucapan—ucapan
maupun perbuatan—perbuatan, dianggap sah oleh hukum
(berakibat hukum), tetapi hanya mereka vyang di dalam
dirinya terhimpun sifat (kriteria) cakap tindak.

Oleh karena itu seseorang yang diakuil segala tinda-
kannya adalah orang—orang yanag cakap tindak. Dan hal inl

akan diuraikan dalam pembahasan berikut.

B. Kriteria Cakap Tindak

Hukum Perdata telah memberikan pernyataan bahwa



tidak ada suatu hukuman apapun bentuk dan macamnya yang
dapat menagakibatkan hilananya hak keperdataan (kematian
perdata), atau hilangnya segala hak kewarqgaan (pasal 3%
H.W). Dan bahkan anak vang masih ada dalam kandungan pun
dianggap lahir, setiap kali kepentingan si anak menghenda-
kinya (pasal 2 B.W). Uleh karena 1tu dapat dikatakan bahwa
tidaklah ada seseorang yang notabenenya sebagai subyek
hukum itu diberl sebuah hukuman vana dapat mematikan hak
keperdataannya dengan dalih apapun, sehingga 1a dapat
melakukan seagala hak dan kewaiiban yanqg diembannya selama
mereka tidak menyalahi ketentuan—-ketentuan yang ada.
ttulah bentuk sebuah perjuangan untuk dapat me langsungkan
hidup dan kehidupannya bailk dalam hubungannya dengan antar
manusia atauw manusi dengan linakungan sekaitarnya.
Adapun  kraiteria orang yang dapat dikatakan cakap
tindal menurut hukum Perdata adalah sebagai beraikut:
L |el§h Mencapal Usia Dewasa
Dalam Hhubtum Perdata lLedewasaan seseorang dapat
dipernleh dengan berbargair jalan, antara laan,
a. lelah mpncapal usia duapuluh satu tahun
. lelan melaksanakan perkawinan
Ketentuan vang menielaskan dua aturan diatas adalah
pasal 340 BwW, vang berbunyil sebagal berikut:
"Rila peraturan—-peraturan menaaunakan 1st1lanh  belum
dewasa, mala seilauh mengenai penduduk lndonesia, dengan

yestilah 1t dimaksudkan semua orang yana helum qenap 21



tahbun dan vang sebelumnya tidak pernah kawin. Bila

perkawinan 1tu bubar (dibubarkan) sebelum mereka beru-

mur 21 tabun, maka mereka tidak kembali berstatus belum
dewasa. Palam pengertian perkawinan tidak termasuk

perkawinan anak-anak". (Niniek Suparnl, SH, 1992:90).

Kitab Undana-undang Hukum Herdata memuat ketentuan
larangan secara tegas dan ielas tentanyg hal—-hal yang
menyanakut larangan terhadap tindakan—tindakan yang
dilakukan oleh orang yang tidak (belum) dewasa. Ini
dapat dilihat dalam pasal-pasal berikut:

Fasal 39 Untuk melaksanakan perkawinan, anak sah
dibawah umur memerlukan 1zin dari kedua
orang tuanva.

Pasal looe: Wanyta yang telah kawin, anak dibawah
umur sekalipun 1a telah memperoleh pendewa-
caan., Orang vyang dibawah pengampuan dan
si1apa saja yang tidak cakap untuk mengada-
kan 1katan. tidak boleh menjadi pelaksana
wasiat.

Fasal L33%0: Yamnag tak cakap membuat perijanilian—-perjan—
yian adalah orang yang belum dewasd.....

Fasal 1iddéa: Semua nerikatan vang dibuat olenh anak
vang belum dewasa . adalah hatal dem hiadoum
dan atas tuntutan vang drajukan oleh atau
dar1 pirhak merebta. harus dinyatakan bhatal .

cemata-mata atas dasar kebelum dewasaan.
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Pasal 1677: fAinak dibawah umur tidak boleh menghibahkan
sesuatu.

Masalah dewasa dalam hukum perdata ada sisl perbe-
daan vyvang cukup mencolok dengan hukum Islam, yaitu da
mana dalam hukum perdata ada istilah "handlichting”
atau pendewasaan yakni seseorang vang sebenarnya belum
mPncapal umur  dewasa tap: diperbolehkan bertindak
eendiri dalam lalu lintas hukum seolah-olah  1a telah
dewasa.

Fendapat  demikayan telah tertuang dalam pasal 424
yang herbunyi: "pnak yang dinyatakan dewasa dalam sega-
la—qalanya mempunyal kedudukan vang csama dengan oaranag
dewasa' .

Untul selaniutnya, maka lihat pasal 421, 422 dan 425
yang mengatur prosedur permohonan pendewasaan. Dan
ini1lan  vana Fkemudian dalam lapangan hukum perdata
disebut dengan 1stilah "Handlichting Venia Aetatis”
yartu pendewasaan terhadap oranq vang belum dewasa yang
akhirnya mendapat hek (kedudukan) seperta layaknya
aranq vana telah dewasa. {HFrof. Mr. Dr. R.Scetoyo
Prawirohamidiojo dan Marthalena Pohan, SH. 1999H:23D).
l1dat dibhawah Fengampuan

rana  varma d1 bawah pengampuan ada!ah orang dewasa
yang herada dalam keadaan dungu, caki1t otab atau mata
aelap dan karena keborosannya (pasal 433 dan 434 K UH

lFerdata). bedang yanq dimalksud dengan pengampuan adalah
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keadaan di mana seseorang karena si1fat-sifat pribadinya
dianggap tidak cakap atau tidak di dalam segala hal
cakap untuk bertindak sendiri di dalam lalu lintas
hukum. (H.F.A. Vollmar, 1992:176). Adapun yang dimaksud
sengan sakit otak adalah orang yang gila. (R. GSoeroso,
SH. 1995:1453).

Jadi seseorang yang telah mencapal umur dewasda,
tetapi dirinya menjadi orang yang telah disebut dalam
pasal 433 dan 434, maka kedudukannya disamakan dengan
orang yang belum dewasa. Sehingga segala tindakan yang
dilakukannya adalah batal.

Prof.Mr.Dr.R. Soetojo Prawirohamidjojo memberikan
pernyataan bahwa seseorang yang diampu (curandus)
karena keborosan itu lain halnya curandus karena gaklt
ingatan (krankzinnig), kalau orang yang diampu karena
sakit ingatan, maka segala tindakannya baik yang berhu-
bungan dengan harta atau yang lainnya adalah batal,
sedang curandus karena kehorosan. maka hanya berkaitan
dengan perbuatan-perbuatan hukum dalam bidang harta
kekayaan saja yang tidak sah. Adapun untuk selainnya,
misalkan perkawinan, maka tetaplah sah baginva.

FPendapat diatas berseberangan dengan Scholten yanag
cenderung menyamakan kedudukan orang yang diampu karena
lemah akalnya dengan curandus karena pemborasan, hanvya
tidak rakap dalam hubungannya dengan har ta kelkayaan.

(Prof.Mr.Dr.R. Soetojo Prawirihamidioja, 1995: 259).
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Dalam melakukan tindakan dalam lapangan hukum, maka
curandus akan terkena hukum sebagaimana dalam pasal-
pasal perikut:

Fasal 446: Seaala tindak—-tindak perdata vang setelah
1tu dilakukan oleh si diampu adalah dem
hukum  batal. Sementara 1tu seseorang  yanag
ditaruh dibawah pengampuan karena keboraosan,
tetap berhak membuat surat wasiat.

FPasal 41%: Hapak atau Ibu yang melakukan kekuasaan
orana tua dapat dibebaskan dari  kekuasaan
orang tua baik terhadap semua anak atau
terhadap  seorana  anak atau lebih, atas
permohanan dewan perwalian ataa atas tuntu-—-
tan keraksaan, bita ternvata bahwa ra tidak
caktap tindak atau tidak mampu memenuh
Lewalibannya untuk memelihara dan mendidik
anak-anaknva dan kepentinga anak-anak 1tu
tidak berlawanan denagan pembebasan ini
berdasarkan hal 1ni1.

Pasal 3/9%: .....mereka vang dikecualiban dar: perwa-—

li1an adalah: orang vano sali1t i1ngatsan, orang

Cana helum dewasa, orang vanag berada dibawah
PEngamnuan .
Facsal 4 /1 “pmua tindak nerdata v Aanag teryadl

sebeluam perintah pengampuan diucapkan herda

carktan  dunauv. Qila dan mata aelap. boleh
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dibatalkan, bila dasar pengampuan in1  telah
ada pada saat tindakan-tindakan 3tu dilaku-
Kan.

Fazal 448: Seteliah seseorang  meninggal  dunia, maka
segaela tindak perdata yang telah dilaku-
kannva, kecuali pembuatan surat-surat wasiat
herdasarkarn keadaan dungu, gila dan mata
aelap., tidak dapat disanggah, selain bila
pengampuan atas dirinya telah diperintahkan
Aatau dimintalkan sebelumn 1a meninaggal dunia,
kecuall bukti-bukts tentany penyakit 1tu
tersimpul dary perbuatan vanag disanqggah 1tu.

Setelah adanya kenvataan bahwa seseorang benar-benar
termasuk curandus, maka orang tersebut dapat dikatakan
di  bawah pengampuan manakala hal itu telah diputuskan
oleh hatim (lihat pasal 440, 441 dan 442 HW).
fidak dilarany oleh undang-undang untuk melakukan
perbuatan-perbuatan hukum tertentu. misalnya orang vang
pal1lit.

Yanag dimaksud dengan pailit adalah seseorang  yang
mempuny ai berbhagar tamggungan hutang. sedangkan harta
Fekavaan vang dimilikil suadah ti1dak laayl dapat mencukup:
untukr melunas hutangnya. (HFroft. Subekti,. SH, 198H:229).

Dalam hulum perdata masalah pailit 1na telah diatur
secara Fhusus  dalam Undang-undang kepallitan yanq

Aratur serangtar dalam satil bytab undang-~undann dengan
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hukum daganag. Dalam bahasa Belanda disebut dengan
"Faillissement Verordening".

Masalah paitlit diatur nleh undang-undang kepairlitan
dalam pasal 1 vang menyatakan bahwa setiap berutang
vana berada dalam keadaan berhenti membayar utang-
utangnya, dengan keputusan hakim, baik atas pelaporan
sendirl  atau atas permintaan seorang atau Iebih  para
berpiutangnva, dinyatakan dalam keadaan pailit.
{(Frof .H. Subekti, SH dan H. Pilttrosudibio, 1994:225).

Jadi seseorang yang telah dewasa tap: dirinya (dalam
hal keputusan hakim) telah dinvatakan sebagalr orang
yang pailit, maka haginya dilarang oleh hukum un tuk
melakukan  tindakan-tindakan dalam lalu lintas hukum.
Uleh karena 1tu orang yang pailit 1tu hisa disamakan
kedudukannva dengan orang yvanq beium dewasa (dalam hal -
hal tertentu), sehingga seqgala tindakan-tindakan yann
berbubungan dengan pendgelolaan harta kekayaan vang
dilakukannya dianggap batal (tidak seah).

Dalam melakukan tindakan-tindakan hukum, maka pLrhak
51 parlat akan terkena ketentuan-ketentuan dalam lin-

dana-undana feparlitan. bertkut 1n1:

Fasal _J: Dengan dinvatatannya pailit, moka siberu
Lana demy hukum  keha langan  haknya untuk
berbuat hehbas terhadan Fkekayaannya Yy ann

termasuk dalam kepairlitan, beqltu pula hak

un tirk mengurusnya terhitung mulalr hary diu-
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capkannya pernyataan pai1lit, terhitung pula
hari tersebut.

Apabila suatu perianjian bertimbal baluik pada
saat pernyataan pailit, haik olen si1 berutann
maurnun oleh pirhak lawannyva, sama sekalil helum
ataupun baru sebagian saja telah dipenuhi,
maka plrhak yanaq teresebut terakhir ini berhak
memperingatkan kepada balai harta peningga-
lan., untuk waktu delapan hari menyatakan
apakah balar sanggup menetapil persetujuan
tersebut. Jika balail dalam waktu tersebut
ti1dak menyatakan kesanggupannya maka persetu—
yuan menjadi hapus dan  pihak lawan holeh
memaiukan diri sehagal  orang herpirutang
hersailngan, untuk menuntut ganti rugi, apabi-
la balar menyatakan kesangqgupannya, makea
wajiblah 1a menvertail kesangaupan 1tu dengan
suatu pemberian yaminan untuk pemenuhnan
persetuluan setepatnva.

Jika dalam hal sebagaimana termaksud
dalam pasal yang lalu. telah diperjaniikan

penverahan barang-barang dagangan yang biasa

A1 perdaganakan dengan suatu | jangka waktu,
penyerahan mana baru akan dilakukan pada
sitatu wak tu tertentu atau setelah levwatnya

siiati yanagka wak tu, padahal wak tu tersehut



akan tiba ataupun ranaka waktu terseput akan
lewat setelah peErnyataan pailit, maka perse-
turuan  menjadi hapus dengan diucapkannya
pernyataan  paiiat  dan prhak lawan dengan
begitu saja boieh memajrukan dira sebagaa
orang berpiutanag bersaingan, untuk mendapat-
kan ganti rugi. Apabila harta pailit menderi-
ta kerucian karena penahapusan  persetuiuan
tersebut, maka wajriblah pihak lawan mengganti
kerugian a1tu. tselanjutnya dapat dilihat
dalam Fasal 34, 39, qu, 41).,

Mengenan Penahast ian vyana diperoleh selama wak tu
setelah adanva pernyataan pailit maka hasa | tersebut
tidak Ltermasuk dalam kateanr: harta kepairlitan, vang
gkhirnya dapat disita oleh bala:r harta peninggalan
untuk  kemudian diserahkan kepada pihak-pihak pemilik
prutang. Keterangan diatas dapat dilihat dalam pasal-
pasal berikut:

Pasal 19: Kepailitan meliputy seluruh kekayaan s1
berutang pada saat pernyataan pailit, bes=rta
segala apa vang diperolehnva selama kepai1lil-
tan.

HFasal 0 Namun demikian bherada dyluar keparlirtan:

L. Segala apa yana diperoleh s1 pailit
denaan peteriaannya srndiry, atau schagal

renagRiian  untuk suatu jabatan atau 1asqg



45

atau  =ebaga:r upah, pensiun, uang  tungqgu
atauw wang tunjangan, selama kepailitan.

2. Seqgala uanng yang diberikan kepada
S1 pairlit untuk memenuhi suatu  kewajiban
memberi natkah menurut Undang-undang.

S Buatu  jumlah yang ditentukan oleh hakim
daryl pendapatan hak nikmat-hasi ! seperti
dalam pasal 311 KUH Perdata (orang tua
berhak menikmati kekayaan anaknya yang
belum dewasa).

4. Tunjangan Yyang oleh s1 pailit, berda-
sarkan pasal 318 KUM Perdata, diterima
dari pendapatan anak—-anaknva. {Prof. R.
Subekity, =1 dan H. Tiitrosudibio,

1994 :232).

C. Macam Cakap {indak
Sama bhalnva dengan hukum Islam, hukum Perdatapun
telah mengatur bahwa cakap taindak dalam melakukan per-
buatan hutum ada tiga macam:
l. Lakap lindatbt vang Sempurna
rang  dimal cud dengan cabap tindak  sempurna  adalah
segala vTapan dan perhuatan vang dilakukan oleh orang-
orang rana dalam dirinva terkandunag sitat-sifat sebagal
heritat:

A. la adatah nrang vang dewasa (pasal 540 B.W. ).
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b, la adalah orang vang tidak dibawah pengampuan
sepert: Orang dungu, sakit akal dan boros (pasal
435 H.W.).

e Ia adalah Drarg Y Aanag tidak dilarang oleh

Undang-undang untuk melakukan perhuatan-perbuatan
hukum  tertentu., misalkan oranag yanag dinyatakan
pailit {pasal 1330 H.w, 10 Undangmundanq
kepariitan). (K. Soerosn, 4SH, 1995:149).

Uleh tkarena 1tu segala perbuatan yang dilakukannya
Adalah sah dan berakibat hudkeum .

Cakap lindak Yang kurang Sempurna

rana dimaksud dengan cakap tindak kurang sempurna
adalah tindakan-tindakan hukum yang dilakukan oleh se-
senrang yang belum mencapal usia dewasa, tapy karena
adanya sesuatu hal pertimbangan, akhirnya orang yang
belum dewasa tersebut danat melakukan tindakan-tindakan
hukum seperti layaknya Orang yang sudah dewasa. (Prof.
Subekty, SH., 1993:59).

Ak an tetap: tindakan hukum v Aanaq dilakukan oleh
Nrang yanag belum dewasa yang kemudian dinyatakan sama
kedudukannya  dengan Orang vang telah dewasa adalah
terbatas pada masalah-masalah tertentu. Hal 1n: seba-
dalmana vang telah diatur dalam pasal 426 H.W. yanag
berbunvi: “Ferlunatan dengan mana kepada seoranqg belum
dewasa  diberitan  hak-hak kedewasaan tertentu atas

permintaan si1 belum dewasa diberikan cleh pengadilan,



apabhila 1a telah mencapal usia delapan helas tahun.
Bertentanaan denaan kemauan orana tua vang melakukan
kekuasaan orang tua atau perwalian, tidaklah perlunakan
1tu akan diberikannya'.,

Uranag vana mendapat perlunakan diri esehingga Fapasi-
tasnya dalam hukum dianggap seperti halnya orang vang
telan dewasa adalah dalam masalah-masalah tertentu
salja, misalkan:

a. Fenauasaan bebas atas penaghasilannya sendiri.

b. Membuat perjanilan sSewa MENyewa.

c. Penguasaan dan  penanaman tanah (ladang, sawah,
perkebunan)nya sendiri.

d. FPengurusan perusahaan.

e. Menialankan usaha kerarinan tangan = (memahat,
melubki=s dan lain sebagainva).

T. lkut sertsa dalam pendirian pabril.

. Mendirikan pabrik sendari.

h. Usaha dagang tertentu. (pasal 429 - 440 B.uw.)

fletaplr periu digaris bawahyl untuk hal 1tem t, a dan
h  tersebut tetap dapat diberlakukan bagir orang yanq
hejum dewasa hanva dalam hal perbuatan-perbuatan hukum
Y anag herhuhanagan dengan perusahaan dan  usaha dagang.
an untuk eplarn ttu, dalam hal-hat untuk menghindary
terradinva penvalah gunaan, perlimalan tersebut tidak
diperbolehkan. (Prot. Mr. Dr. H. Snoetovo Prawirohamid-

10130 dan Marthalena Pohan, SH, 1YY4%:244). Sehagormana
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yang telah dinyatakan dalam pasal 1912 B.W.:
"Urang-orang  vang belum mencapai usia aenap  limabelas
tahun, begitu pula orang-orang vyang ditaruh dibawah
penaampuan karena dungu, sakit ingatan atau mata gelap,
ataupun selama perkara sedang bergantung, atas perintah
Nakim telah dimasukkan dalam tabanan, tidak dapat
diterima sebagal saksi'",

Hasal tersebut menvatakan bahwa seseorang yanaq
ditaruh dibawah pengampuanpun tidak dapat dijadikan
sehanalr saksi  atauw membherikan kesaksian (diangaap
sehagal penielasan helaka).

bari penmielasan paparan uraian diatas dapat dinyvata-
karn bahwa seseorang vyang sebenarnya belum dewasa,
dirangaap oleh hukum sama halnva dengan orang yang telah
dewasa dalam tindakannya, akan tetapy sebatas dalam
masalah-masalah vang telah ditentukan sehingga pada
gilirannya 1a dapet dikatakan orang yvyang cakap tindak
tap: burana sempurna. Dikatakan cakap tindak karena
dinyatakan sah oleh hukum dalam segala tindakanmya
tersebut seperti layaknva orang dewasa. Dan dikatakan
burang sempiirna karena tindakan yang dianggap sah oleh
Aukum  hanva <«ebatas masalah-masalah tertentu sajza,
diluar masalsh tersebut, dianggap belum cakap tindak.
Laktap lindal vana Tidak Sempurna,

Yang dimaksud dengan cakap tindak tidak Sempurna

adalah tindakan—tindalkan Mtk um vAanag drlakukan olehn



oranag yang belum dewasa (selain vyang mendapat dispensa-
S1). d1 bawah pengampuan dan vang dilarang oleh Undang-
undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum ter-
tentu  (pasal 1330 jo Undang-undang kepailitan). (K.
Soeroso, SH., 1Y95:145).

Dalam hukum segala tindakan vang dilakukan oleh
orang-orang vyang tidak mempunyal  kecakapan tindak
secara sempurna adalah batal. Akan tetapl solusi: vang
dapat kita lakukan agar mereka tidak dapat dikatakan
matr sebelum waktunya, maka merecka dalam melakukan
tindakan hukum manakala dengan perantara orang tua atau
walinva, (H.F.H. Vaollmar, 1992:150).

Masalah tersebut (perantara aorang tua atau walinva)
telah diatur kUH Perdata dalam pasal-pasal berikut:

a. kehuasaan orang tua, pasal 299:

"Sepanianag  perkawinan bapak ibu, tiap—-tiap anak,

sampai 1a meniadi dewasa, tetap bernaung dibawah

keluasaan mereka, sekadar mereka tidak dibebaskan
atau dipecat dari kekuasaan itu'.
b. Ferwalian aleh bapak atau 1hu, pasal 345:

"Hpahila salah satu dara arang tua meninqgqgatl  dunaa,

matk a rervallan terhadap anak - anak bawin vanq helum

dewas i, dema hvkum dipanglku oleh orang tiia  vyang
hidup teriama, sekadar 1n1 tidak telah dibehaskan
atau dipecat dari kekuasaan aorang tuanvya'.

c. Ferwalian oleh selain ibu dan hapak, pasal 341
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"Dalam tiap-tiap perwalian, kecuali apa vang telah
ditentukan dalam pasal 351 dan 361, hanyalah ada
satu orang wali. Ferwalian terhadap anak-anak dari
hapak dan 1bu yvang sama, sekadar anak-—-anak 1tupun
mempunyal senrang walli vyang sama pula, harus

dianqaap sebagal satu perwalian”.

C. Akibat Hukum lransaksi yang Dilakukan Urang yang [idak
Cakap |indak
Dary  keteranaan ulasam penielasan di1 atas dapat
dinyatakan bahwa transaksi-transaksi vang dilakukan oleh
orang-orana  vang belum cakap tindak adalah batal demi
hukum, kecualil dalam hai-hal yang ditentukan lain karena
agdanvya suatu pembahasan khusus atau perkecualian. Misalkan
dalam hal norang vang mendapat perlunakan (handlichting),
mata dalam hal berikut perbuatan vana drlakukannya dipan-
dang =ah oleh hukum,
I. Penauasaan hebas atas penaghasilan sendiri.
L. Membuat perjanilan sewa—-menyewa.
o Penauasaan dan pernanaman tanah tladanag., sawahm perkebu-
nan) nyva sendira.
4. Fengurusan perusahaan.
Do Mennadakan usaha Ferajyinan tanagan tmemabhat, melulbi1s dan
lain sebagainvya)l.,
. ot =serta dalam pendirian pabrik.,

/. Mendiriban pabrib sendiri.
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8. Usaha dagang tertentu (pasal 429-430). (Frot. Mr. Dr.
H. Sortoyn PMrawirohamidioio dan Marthalena FPohan, SH.,
1999:234).

Hegitu pula dalam kedudukan orang vanag pailit, harta
yang dihasilkaen dari kateqori berikut adalah tidak dipan-
dang oleh hukum sebagail harta vang masuk dalam kepailitan,
(Fasal 20 UU kepailitan), vaitu:

l. Seqgala apa vana diperoleh oleh si pailit denaan peker-
jaannya sendirl atau sebagail penggajian suatu  Jaba-
tan atau 1asa atau upah pensiun, uang tungou atau uang
tunjlangan selama kepailitan.

4. Segala wanag vanq diberikan kepada si pailit untuk meme-
nuhi suatu kewalilhan memberl natkah menurut undang-un-
danag.

3. Suatu jumlah vana ditentukam oleh hakim dari pendapa-
tan  hak nikmat hasil sepert: dalam pasal 311 KUH
perdata foranag tua berhak menikmat: kekavean anaknya
vyang belum dewasa)

4. Tuniangan vang oleh &i pailit, berdasarkan pasal 3148

KUH perdata, diterima dari pendapatan anak-anaknya.



